
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang  

 

 

Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam konteks hukum 

meliputi tugas, fungsi dan wewenang sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut, 

yang terdiri dari tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:   

 

1. Tugas Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

 

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan Lembaga 

independen yang diberi tugas untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang di 

Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang 

dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana 

asal (predicate crimes).
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Hal di atas sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU)  yang 

menyatakan bahwa PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan tugasnya tersebut 

maka PPATK dapat digolongkan sebagai suatu komponen dari sistem peradilan pidana di 

Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama dengan komponen sistem peradilan pidana di 

Indonesia lainnya seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta 
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yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki fungsi sebagai suatu badan 

pelaksanaan dari kebijakan penal dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana 

pencucian uang (Money Laundering) di Indonesia. 

 

Menurut Pasal 26 dan 27 UUTPPU tugas PPATK antara lain: 

(1) Mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang 

diperoleh berdasarkan UU ini dan menyebarluaskannya 

(1) Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang 

mencurigakan 

(2) Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai 

informasi yang diperoleh sesaui ketentuan UU 

(3) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

(4) Melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana 

pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk 

kepentingan penuntutan dan pengawasan 

(5) Membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan 

lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan 

pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK). 

 

2. Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
 

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud tersebut PPATK menyelenggarakan fungsi:  

a. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

 

Fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK dapat meminta dan mendapatkan 

data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki 

kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau 

lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; menetapkan pedoman 

identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengkoordinasikan upaya pencegahan 

dan pemberantasan TPPU dengan instansi terkait; memberikan rekomendasi kepada 

Pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU; mewakili Pemerintah 

Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan 

pencegahan dan pemberantasan TPPU; menyelenggarakan program pendidikan dan 

pelatihan anti-pencuian uang; dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan 

pemberantasan TPPU. 

 

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK 

 

Fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh, PPATK dapat  menyelenggarakan 

sistem informasi berupa membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi; 



membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis 

data; mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara 

manual dan elektronik; menyimpan, memelihara data dan informasi ke basis data; 

menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis; memfasilitasi pertukaran informasi 

dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan melakukan sosialisasi 

penggunaan sistem aplikasi kepada pihak pelapor. 

 

c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor  

 

Fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK dapat  menetapkan 

ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; menetapkan kategori 

Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU; melakukan audit kepatuhan atau audit 

khusus; menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang 

melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; memberikan peringatan kepada Pelapor 

yang melanggar kewajiban pelaporan; merekomendasikan kepada lembaga yang 

berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan menetapkan ketentuan pelaksanaan 

prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga 

Pengawas dan Pengatur.  

 

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi 

TPPU dan/atau tindak pidana lainnya. 

 

Fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat: meminta dan 

menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; meminta informasi kepada instansi 

atau pihak terkait; meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari 

instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; meneruskan informasi dan/atau 

hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; menerima 

laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU; meminta 

keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak 

pidana pencucian uang; merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai 

pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta Penyedia Jasa Keuangan 

(PJK) untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau 

dicurigai merupakan hasil tindak pidana; meminta informasi perkembangan penyelidikan 

dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU; mengadakan 

kegiatan adminstratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang ini; dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada 

penyidik.
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3. Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
 

 

Wewenang PPATK antara lain adalah meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta 

informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana 
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pencuian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penunut umum. Untuk 

mendukung kelancaran tugas dan fungsinya PPATK memiliki kewenangan sebagai 

berikuit: 

a. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang 

dilakukan 

b. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan 

informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi 

keuangan dan aparat penegak hukum; 

c. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak 

mematuhi kewajiban pelaporan; 

d. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi 

intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan 

penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang; 

e. Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen 

dengan lembaga sejenis di luar negeri;  

f. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-

prinsip internasional mengenai data privacy dan data protection.
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B. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana 

 

 

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah 

satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik 

sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak 

pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan 

merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan 

tindak pidana yang ada di setiap masanya. 

 

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-

larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa 

hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga 

dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan 

terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan 

bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat 

dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dan dalam hal apa 

pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai 

hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi 

tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini men-cakup juga hukum 

(pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseim-bangan di antara pelbagai kepentingan 

atau keadilan. 

 

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang 

berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-

Undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain 

perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus 

juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap 

tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sebagai sarana untuk 

mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan 

Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas 

konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan 

perundang-undangan. 

 

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, 

terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan 

menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan 

di Amerika Serikat. Dalam konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar 

Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.
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Penjelasanm di atas menunjukkan bahwa penegakan hukummerupakan suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum 

yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-
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Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat 

hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan 

hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu memuncak 

pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. 

 

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima 

faktor, yaitu  

1. Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan.  

2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses 

pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam 

perilaku masyarakat.  

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia 

di dalam pergaulan hidup. 
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Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan 

hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak 

dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka terdapat tiga unsur utama yang terlibat 

dalam proses penegakan hukum.  

1. Unsur pembuatan Undang-Undang cq. lembaga legislatif.  

2. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.  

3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.
 8

  

 

 

Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo melihat bahwa keberhasilan penegakan 

hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum 

dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum 

(legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya 

hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, 

bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-

norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para 

pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) 

merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan 

pendapat tentang hukum. Lawrence M Friedman menambahkan pula komponen yang 

keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen 
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dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang 

menjadi objek kajian peneliti.
9
 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan 

Perundang-Undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi 

untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-

masalah sosial yang kontemporer.  

 

Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell dalam Mochtar 

Kusumaatmadja, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum 

yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini 

menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan 

kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang 

relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk 

diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya 

hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana 

lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa arti penting hukum pidana sebagai bagian dari sistem 

hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri 

yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat 

berlangsung dengan damai dan tenteram.  

 

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter 

keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. 

Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang 

memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan 

peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan 

politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di 

dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif 

menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan 

praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi 

kepentingan rakyat di dalam masyarakat.
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Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada 

cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan 

tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam 

ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana. 

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat bahwa 

Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai 

sarana rekayasa sosial.
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Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini 

mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian 

yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti 

abstrak (pemidanaan in abstracto) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in 

concreto).  

 

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan Perundang-Undangan, 

di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga 

berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu 

sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law) yang dibangun berkaitan erat dengan visi 

pembentuk Undang-Undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, 

tinjauan tentang peran pembentuk Undang-Undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh 

Gardiner bahwa pemben-tuk Undang-Undang tidak semata-mata berkekewajiban to adapt the 

law to this changed society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan 

sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk Undang-

Undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan 

tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh 

menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan 

pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk 

Undang-Undang.
13

 

 

 

                                                 
12

 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung. 1991. 

hlm. 53. 
13

 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan, Bina Aksara, 

Jakarta. 1979. hlm. 12. 



Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara 

abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu 

sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya 

perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka 

diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.  

 

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut 

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur 

subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan.
14

 

 

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 

5. Perasaan takut atau vress 

 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: 

a. Sifat melanggar hukum 

b. Kualitas dari si pelaku 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 

kenyataan sebagai akibat.
15

 

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang 

Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam 

masyarakat. 

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni: 

a) Kesengajaan (Opzet) 

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens en 

wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:  

(1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur 

tindak pidana dalam UU  

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku mampu 

membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya. 
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Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Kesengajaan ini 

mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu: 

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) 

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang 

menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. 

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj) 

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan 

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa 

akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn) 

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayingan suatu 

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu 

kemungkinan belaka akan akibat itu. 

b) Culpa 

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum 

mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak 

seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak 

disengaja terjadi.
16

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan 

dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat 

dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak 

pidana tersebut. 

 

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya 

disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika 

terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara 

dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga 

membuat terang Tindak Pidana yang terjadi. 

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti 

kongkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang pidana dibuat dan diberlakukan 

ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut 

dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-

macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. 

Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di 

dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa 

penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai 

tujuan hukum pidana.  

 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah kejahatan 

karena hal-hal berikut: 

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang 

sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, 

sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan 

pemerintah kolonial Hindia Belanda. 

2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang 

menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum khususnya 

Kepolisian Republik Indonesia Indonesia (Polri) terbatas baik dan segi kualitas sumber 



daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarananya, sehingga kurang dapat 

menanggulangi kejahatan secara intensif. 

 

Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan 

Perundang-Undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun 

Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga dalam merumuskan istilah 

kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak 

pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut 

diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing. 

 

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam 

KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan 

menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak 

pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 

Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan 

sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 

Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara 

pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar 

KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, 

Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. 

 

C. Penanggulangan Tindak Pidana  

Penanggulangan tindak pidana yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai 

istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha 



untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu 

memenuhi rasa keadilan dan daya guna secara maksimal.
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Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang 

dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk 

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai 

berikut: 

 

a. Tahap Formulasi 

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. 

Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian 

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai 

hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan 

daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif 

 

b. Tahap Aplikasi 

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-

aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat 

penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan 

Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, 

aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna 

tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif. 

 

c. Tahap Eksekusi 

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana 

pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan 

Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui 

Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan 

pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana 

pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-
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undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan 

suatu daya guna.
 18

 

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional 

yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu 

jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan 

bermuara pada pidana dan pemidanaan.   

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana 

(nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana 

dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, 

yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu 

penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana 

bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. 

Menurut Badra Nawawi Arief, kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari 

kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup 

perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa 

tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat  untuk 

mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau 

menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu: 

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 
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Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang 

didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : 

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun 

secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan 
19

  

 

 

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang 

berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang 

berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari 

suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, 

politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan 

pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi 

perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan  berasal dari ajaran-ajaran agama 

dengan sanksi berupa pidana. 

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai 

bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan 

suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya 

itu dijadikan tindak pidana.  Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi 

ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana;  penetapan perbuatan yang 

tidak dikehendaki;  perbandingan antara sarana dan hasil;  dan kemampuan badan penegak 

hukum. 

 

D. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 

Istilah pencucian uang pertama sekali dikenal di Amerika Serikat pada Tahun 1930-an di 

mana pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan. Istilah “money laundering” 
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ditujukan pertama sekali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan 

yang berasal dari pemerasan, penjualan illegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran 

dengan cara membeli Perusahaan Pencucian Pakaian (Laundramat).
20

 

 

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil 

kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci 

sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut telah mempengaruhi neraca keuangan 

nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.  

 

Money laundering dapat diistilahkan dengan Pencucian Uang atau pemutihan uang, 

Pendulangan Ulang atau disebut juga dengan Pembersihan Uang dari hasil transaksi gelap 

(kotor). Money laundering Merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal. Dikatakan 

demikian karena sifat kriminalitas Money laundering ialah berkaitan dengan latar belakang 

dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor 

ini dikelola dengan aktifitas-aktifitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau 

mengkonversikannya ke Bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar 

belakang dari dana kotor tersebut.
21

 

 

Bahaya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama organized crime untuk 

mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para 

pelaku kejahatan seperti korupsi, narkotika dan kejahatan perbankan leluasa 

menggunakannya sehingga dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin 

marak.
22

 

 

Praktek pencucian uang berpotensial mengganggu perekonomian baik nasional maupun 

internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan 

menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada Negara-negara tertentu. Praktek 

pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga, 
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selain itu uang hasil dari pencucian uang hasil dari pencucian uang dapat saja beralih dari 

satu negara yang perekonomian baik ke negara yang perekonomian kurang baik. Sehingga 

secara perlahan-lahan dapat menghancurkan finansial dan menggurangi kepercayaan publik 

kepada system finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan ketidakstabilan dari 

sistem itu yang berakibat pada berkurangnya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia. 

 

Kejahatan money laundering itu sangat potensial dalam mempengaruhi atau mengganggu 

perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan efektifitas 

operasional sistem perekonomian dan bisa menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, 

terutama pada negara-negara tertentu. 

Kegiatan pencucian uang ini telah menjadi kegiatan kejahatan transnasional. Proses 

pencucian oleh para pencuci uang tidak hanya dilangsungkan terbatas dalam wilayah satu 

negara tertentu saja, tetapi harus dilakukan keluar dari negara di mana uang hasil kejahatan 

diperoleh, yaitu dari kejahatan yang dilakukan oleh negara tersebut dan masuk ke dalam 

wilayah negara lain, bahkan kebeberapa negara lain.
23

  

 

 

Hasil kejahatan itu dapat diupayakan oleh para pencuci uang yang bersangkutan menjauh dari 

sumbernya. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenamya adalah suatu tindak pidana 

atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan. 

Kegiatan money laundering ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk 

menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil 

tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhimya dapat 

menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak 

sebagai hasil kegiatan yang sah llegal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana 

yang dilakukannya. Dengan semakin berkembang hasil tindak pidana dan tindak pidana itu 
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sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang 

sudah tentu dapat merugikan orang banyak.
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Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian 

Uang, dinyatakan bahwa tindak pidan pencucian adalah setiap orang yang dengan sengaja: 

(a) Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil 

tindak pidana ke dalam penyediaan jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama 

pihak lain;  

(b) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas 

nama sendiri maupun atas nama pihak lain. 

(c) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan atas namanya maupun atas nama pihak 

lain; 

(d) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain; 

(e) Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain; 

(f) Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan 

hasil tindak pidana, atau  

(g) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, 

dengan maksud untuk meyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak 

pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 Juta dan paling banyak 15 Milyar. 

 

Unsur obyektif (actus reus) dari pasal 3 tersebut sangat luas dan karena merupakan inti delik 

maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari  

menempatkan , mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau 

menyumbangkan, menitipkan, mebawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas 

harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Sedangkan unsur 

subyektifnya yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut diduga 

bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud menyembunyikan atau 

menyamarkan harta tersebut. 
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Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian 

Uang, setiap orang yang menerima atau menguasai: 

a. Penempatan;  

b. Pentransferan;  

c. Pembayaran;  

d. Hibah;  

e. Sumbangan;  

f. Penitipan;  

g. Penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.  

 

Unsur obyektif Pasal 6 tersebut adalah menerima atau menguasai: penempatan,  

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang 

diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif atau 

mens reanya adalah mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang didapat 

merupakan hasil tindak pidana. 

 

Kemudian dalam UUTPPU juga mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan 

pencucian uang, yaitu : Pasal 8 yang isinya sebagai berikut : Penyedia jasa  

keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250 Juta 

dan paling bannyak Rp. 1 milyar. 

 

Adapun Pasal 13 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 8 tersebut adalah sebagai berikut : 

Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK  

sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut :  

a. Transaksi keuangan mencurigakan;  

b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500 

juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dilakukan dalam satu kali 

transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.  

 



Unsur obyektif atau actus reus dalam Pasal 8 tersebut adalah tidak menyampaikan laporan 

kepada PPATK, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara 

tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500 juta atau lebih atau mata uang asing yang 

nilainya setara dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu 

hari kerja. Sedangkan unsur subyektifnya adalah sengaja.  

 

Pasal 9 : Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah  

100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya serta yang dibawa ke dalam atau 

keluar wilayah NKRI dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100 Juta dan paling 

banyak Rp. 300 juta.  

 

Dalam Pasal 9 ini unsur obyektifnya (actus reus-nya) adalah tidak melaporkan uang tunai 

berupa rupiah sejumlah Rp. 100 juta atau lebih atau uang asing yang nilainya setara yang 

dibawa ke dalam atau ke luar wilayah NKRI. Hal ini perlu dipahami bahwa uang itu tidak 

harus berasal dari kejahatan, yang penting adalah kewajiban melaporkan ke Bea Cukai, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1). 

  

Perumusan Pasal 8 dan Pasal 9 yang menunjuk rumusan perbuatan Pasal 13 dan  

tujuan pelaporan ke lembaga yang diatur dalam Pasal 16 terlalu jauh, sehingga menyulitkan 

dalam penerapan. Subyek hukum Pasal 3, 6 dan Pasal 9 adalah orang  

perseorangan dan/atau koorporasi, sedangkan subyek hukum Pasal 8 adalah penyedia jasa 

keuangan. 

 

Sementara itu sebagai perbandingan pengertian tindak pidana pencucian uang dalam  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: 

 

Pasal 3:   



 

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 

dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

 

Pasal 4  

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, 

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan 

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 

Pasal 5  

a. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 

hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang 

melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

Tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem 

keuangan. Perbankan merupakan channel yang paling menarik digunakan dalam kejahatan 

pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak 

menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang 

dapat berupa: 

a. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu; 

b. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabunganlrekening/giro; 

c. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau 

kecil; 

d. Bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah 

pemilik simpanan denganjaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan; 

e. Menggunakan fasilitas transfer atau EFT (Electronic Fund Transfer); 

f. Melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana lie dengan 

memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerja sarna dengan oknum pejabat 

terkait 

g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.
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